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Reviu Rencana Strategis 2020-2024

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan
karunia-Nya, Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Bangil Tahun 2020-2024 telah
disusun dengan memperhatikan SK Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor : 173/SEK/SK/1/2022 tanggal 31 januari 2022 tentang Penetapan
Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama
di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada dasarnya Rencana Strategis merupakan suatu perencanaan jangka panjang yang dimaksudkan
agar organisasi dapat secara proaktif beradaptasi dengan perubahan lingkungan organisasi internal
dan eksternal. Kemampuan organisasi dalam melakukan penyesuaian tersebut menentukan

keberlangsungan dan keberhasilan organisasi dalam mewujudkan visi dan misinya.

Penyusunan Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024 diharapkan dapat dijadikan sebagai
pedoman dan arahan yang tepat bagi Pengadilan Negeri Bangil dalam menyesuaikan perubahan
strategis organisasi khususnya dalam memenuhi kebutuhan dan harapan stakeholder Pengadilan

Negeri Bangil.

Renstra Pengadilan Negeri Bangil Tahun 2020-2024, sebagai dokumen perencanaan strategis yang
menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, program dan kegiatan, serta penyempurnaan

beberapa kebijakan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Mahkamah Agung.

Disamping itu penyusunan Reviu Renstra ini dilakukan sebagai upaya untuk mempertajam
berbagai program dan kegiatan strategis Pengadilan Negeri Bangil yang diselaraskan dengan
prioritas pembangunan nasional bidang Hukum dalam RPJM Nasional Tahun 2020-2024 dan

dalam rangka mendukung program Reformasi Birokrasi.

Penyusunan Reviu Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat Undang-Undang No. 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada undang-undang tersebut
Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan Kerja wajib menyiapkan rancangan
Rencana Strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Untuk selanjutnya menjadi dasar

acuan dalam menetapkan tujuan, sasaran strategis, kebijakan, progam dan kegiatan seluruh unit
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pada satuan kerja Pengadilan Negeri Bangil.

Demikian Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bangil Tahun 2020-2024 ini disusun,
semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat dan KaruniaNya untuk kelancaran serta keberhasilan

Pengadilan Negeri Bangil dalam upaya mewujudkan visinya.

Bangil, 19 April 2022

geri Bangil
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IKHTISAR EKSEKUTIF

Semangat reformasi telah mendorong aparatur penegakan hukum dan keadilan melakukan
pembaharuan dan peningkatan efektivitas dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan
pemerintahan negara dalam pembangunan, perlindungan dan pelayanan masyarakat guna
mendukung kebutuhan serta kepentingan rakyat. Rakyat yang memberi amanah menghendaki agar
pemerintah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam menanggulangi korupsi,
kolusi,dan nepotisme (KKN) sebagaimana diamanatkan oleh TAP MPR Nomor XI/MPR/1998
tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN.

Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi merupakan peluang sekaligus
tantangan yang harus ditangani secara sistematis dan berkelanjutan. Di sisi lain penyelenggara
antara pemerintahan yang baik dalam pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan responsibilitas dan sensitivitas
pemerintah terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita
berbangsa dan bernegara. Dalam rangka proses penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (good
governance) tersebut diperlukan adanya langkah pembaharuan atau reformasi birokrasi.

Tugas Pengadilan Negeri Bangil sebagai salah satu supporting unit pada Mahkamah Agung
RI dalam upaya penegakan hukum dan keadilan pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan,
penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap
dan berkelanjutan untuk peningkatan kinerja seluruh aparatur peradilan melalui kerja sama secara
terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penegakan hukum dan keadilan dalam
rangka mewujudkan good governance.

Mengacu pada prinsip-prinsip Good Governance, Mahkamah Agung RI telah menetapkan 5
program prioritas (quick wins) reformasi birokrasi Mahkamah Agung RI. Kelima prioritas tersebut
adalah:

1. Transparansi Putusan

2. Pengembangan Teknologi Informasi

3. Pengelolaan Penerimaan Bukan Pajak (PNBP)

4. Kode Etik Hakim

5. Manajemen Sumber Daya Manusia. Khususnya analisa pekerjaan, evaluasi pekerjaan dan

sistem remunerasi (dalam hal ini yang dimaksud adalah tunjangan kinerja).
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Oleh karena itu, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai supporting unit,
Pengadilan Negeri Bangil, menderivasi lima prioritas tersebut pada ultimate goal, yakni pada
pelayanan prima, peningkatan aparatur, serta manajemen peradilan.

Selanjutnya sesuai petunjuk tentang pelaksanaan reformasi birokrasi, pelayanan publik, dan
pemberantasan korupsi, maka Pengadilan Negeri Bangil malaksanakannya dengan cara:

1. Perubahan mind-set, cara berpikir (pola pikir, pola sikap dan pola tindak)

2. Perubahan "penguasa” jadi "pelayan”

3. Mendahulukan "peran™ dari "wewenang"

4. Tidak berpikir "output", tetapi "outcome"

5. Perubahan manajemen kinerja ke arah manajemen kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur
dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance

6. Pemantauan percontohan keberhasilan (best practices); dalam mewujudkan good
governance, clean government (pemerintah bersih, transparan, akuntabel, clan profesional)
dan bebas KKN.

Reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bangil dengan enam formula
yang dikemukakan di atas akan ditunjukkan oleh perubahan secara positif dalam delapan area
perubahan Reformasi Birokrasi, yaitu:

1. Pola fikir dan budaya kerja (manajemen perubahan);
. Penataan peraturan perundang-undangan;
. Penataan dan penguatan organisasi;

. Penataan tata laksana;

2
3
4
5. Penataan sistem manajemen SD Maparatur;
6. Penguatan pengawasan;

7. Penguatan akuntabilitas Kinerja;

8. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kondisi kelembagaan, SDM aparatur, ketatalaksanaan dan pengawasan, mampu mendukung
penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas dan mendorong munculnya praktek- praktek
pelayanan yang lebih menghargai para pengguna jasa yang sering disebut Pelayanan Prima.
Pelayanan prima dilaksanakan baik kepada internal maupun eksternal stakeholder.

Dalam upaya mewujudkan kondisi-kondisi tersebut dan guna memberikan arah dan sasaran

yang jelas serta sebagai pedoman tolak ukur kinerja dalam melaksanakan pembangunan hukum dan
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keadilan, Pengadilan Negeri Bangil menetapkan rencana strategis tahun 2020 — 2024. Pola pikir
kebijakan dan rencana strategis tersebut memuat langkah dan upaya peningkatan efisiensi
kelembagaan aparatur pemerintah, peningkatan kapasitas SDM aparatur, peningkatan efisiensi
ketatalaksanaan, peningkatan akuntabilitas kinerja, pengawasan, pencegahan dan pemberantasan
KKN, peningkatan kualitas pelayanan publik, pengembangan budaya kerja untuk membangun
kultur birokrasi yang baru, dan peningkatan koordinasi program penegakan hukum dan keadilan.
Rencana strategis ini memuat visi, misi, tujuan dan sasaran tahunan yang diukur dengan
seperangkat indikator kinerja berupa keluaran (output) dan hasil (outcome) serta program untuk

mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Reformasi Hukum diarahkan pada penegakan hukum dan keadilan yang di dalamnya
mencakup aspek yang luas. Dimulai dari kemandirian lembaganya, peningkatan pelaksanaan fungsi
utama yuridis, administrasi, penataan kelembagaan yang efisien dan efektif dengan tata laksana
yang jelas dan transparan, diawaki oleh SDM aparatur yang profesional, berakuntabilitas kepada
mitra kerja (stakeholders), sampai kepada adanya pengawasan yang proporsional serta
menghasilkan pelayanan prima. Secara operasional reformasi hukum yang menjadi bagian dari
penyelenggaraan good governance dilaksanakan oleh seluruh jajaran aparatur pemerintah, baik di
pusat maupun di daerah, baik para tenaga teknis yuridisnya maupun tenaga administratifnya.

Sebagai salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung RI dituntut
untuk menegakkan hukum dan keadilan yang merdeka dan bebas dari campur tangan pemerintah,
melalui upaya-upaya pembinaan, penyempurnaan dan pengendalian manajemen organisasinya
secara terencana, sistematis, bertahap, komprehensif, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja
seluruh aparatur peradilan dalam rangka mewujudkan good governance.

Penyelenggaraan good governance di sini mencakup dua sisi, yakni sisi lembaga yudikatif
(Mahkamah Agung RI sebagai Lembaga Tinggi Negara) dan sisi eksekutif (Sekretaris Mahkamah
Agung RI) sebagai unsur eksekutif. Kedua sisi tersebut harus dipertanggungjawabkan secara publik
guna menjamin kelestarian kehidupan negara. Dalam rangka itu, diperlukan pengembangan dan
penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat dan jelas, sehingga penyelenggaraan
pemerintahan dapat berlangsung secara efektif dan efisien, bersih, bertanggung jawab dan bebas
dari praktik KKN. Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan asas akuntabilitas yang
dirumuskan dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas KKN.

Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Presiden tersebut mewajibkan
setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan
pelaksanaan tugas dan fungsi, dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan
kepadanya berdasarkan perencanaan strategis (strategic planning) yang ditetapkan. Dalam rangka
perwujudan pertanggungjawaban tersebut, setiap instansi pemerintah secara periodik wajib

mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi kepada stakeholders, yang
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dituangkan melalui Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKjIP). Berdasarkan Sistem
Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), penyusunan LKjIP dilakukan melalui proses
penyusunan rencana strategis, penyusunan rencana kinerja dan pengukuran kinerja.

Pengadilan Negeri Bangil berkewajiban melaporkan kinerjanya yang merupakan
pertanggungjawaban sebagaimana Instruksi Presiden tersebut di atas. Untuk menyatukan
persepsidan arah tindakan, maka pelaksanaan tugas dan fungsi senantiasa harus dilandasi dengan
visi, misi dan tujuan serta strategi yang secara jelas dirumuskan dalam Rencana Strategis
Pengadilan Negeri Bangil.

Rencana Strategis, memuat penetapan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai
tujuan dan sasaran) yang dijabarkan ke dalam kebijakan dan program, serta ukuran keberhasilan
dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, rencana kinerja kegiatan akan ditetapkan kemudian dalam
dokumen tersendiri melalui perencanaan kinerja tahunan yang menjabarkan kegiatan dan indikator
kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis,
penyusunan rencana kinerja tahunan (Dokumen RKT) dilakukan setiap tahun seiring dengan
agenda penyusunan dan kebijakan anggaran.

Kondisi umum Mahkamah Agung dan Pengadilan dibawahnya dipotret berdasarkan
kerangka (framework) adalah menuju “Pengadilan yang Ideal” yang memiliki tujuan area/bidang
yaitu:

1. area Manajemen dan Kepemimpinan Badan Peradilan
. area Kebijakan Peradilan

. area Sumber Daya Manusia, Material dan Keuangan

2
3
4. area Proses Peradilan/Pengadilan
5. area Pemenuhan Kebutuhan dan Kepuasan Pencari Keadilan

6. area Keterjangkauan Pelayanan Badan Peradilan

7. area Kepercayaan Publik.

Perubahan kondisi menuntut kemampuan organisasi dalam menangkap fenomena
perubahan, menganalisis dampaknya dan menyiapkan langkah-langkah guna menghadapi
perubahan. Organisasi yang tidak siap menerima dan menyesuaikan diri dengan perubahan akan
menghadapi masalah, bahkan tidak akan bisa bertahan lama.

Perubahan kondisi juga akan dihadapi oleh badan peradilan termasuk di dalamnya
Pengadilan Negeri Bangil. Banyak permasalahan timbul akibat adanya perubahan kondisi yang
harus dihadapi oleh Pengadilan Negeri Bangil. Permasalahan tersebut mulai dari permasalahan

manajemen dan kepemimpinan, proses peradilan, pengelolaan SDM, pengelolaan keuangan dan
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aset, kepuasan jasa pengadilan, keterjangkauan jasa pengadilan sampai dengan ketidakpercayaan
masyarakat terhadap Badan Peradilan.

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan
Negeri Bangil dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, di bidang Administrasi, Organisasi,
Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Negeri Bangil, merupakan lingkungan Peradilan di bawah
Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka
untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Tahun 2020 merupakan awal tahun dari Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri
Bangil tahun 2020 — 2024 yang merupakan Rencana Strategis ke-3 setelah kurun waktu 2015-2019.
Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Bangil tahun 2020 — 2024 sebagai proses yang
berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah
ditetapkan organisasi.

Perencanaan strategis disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
selama 1-5 tahun secara sistematis, terarah, dan terpadu. Perencanaan ini memperhitungkan analisis
situasi, kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman serta isu-isu strategis. Dalam rencana strategis
disusun suatu visi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan sasaran yang disesuaikan dengan
tupoksi Pengadilan Negeri Bangil dengan mempertimbangkan kemampuan unit pelaksana.

Rencana Strategis (renstra) ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan
kedalam rencana tindakan. Renstra ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai,
dilaksanakan oleh sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana
serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Bangil, baik lingkungan
internal maupun eksternal sebagai variabel strategis.

Penyelenggaraan penegakan hukum (supremasi Hukum) kepada masyarakat merupakan
salah satu program utama dari pengadilan di seluruh Indonesia termasuk pula Pengadilan Negeri
Bangil sebagai salah satu lembaga hukum yang berfungsi untuk menerima, mengadili dan memutus
perkara pada tingkat pertama. Penyediaan informasi yang akurat, tepat waktu dan lengkap sebagai
bahan keterbukaan informasi kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas.

Dalam menyelenggarakan administrasi pengadilan, jumlah pegawai Pengadilan Negeri

Bangil pada tahun 2022 berjumlah 47 orang dengan rincian sebagi berikut:

Ketua : 1lorang
Wakil Ketua : lorang
Hakim : 12 orang
Panitera : 1lorang
Sekretaris : 1 orang
Panitera Muda . 3orang
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Kepala Sub Bag : 3 orang

Panitera Pengganti : 11 orang
Jurusita . 2 orang
Jurusita Pengganti . 2 orang
Staf : 5 orang
CPNS : 5orang

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN
Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Negeri Bangil mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam

a.

peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian,

mencakup:

1.

10.
11.

Adanya Undang-Undang/Keppres yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri
Bangil selaku pemegang kekuasaan Kehakiman pada Pengadilan Tingkat I.

Memiliki rencana yang terstruktur mengenai reformasi peradilan yang dituangkan dalam
dokumen cetak biru dan rencana strategis lima tahunan.

Memiliki pedoman perilaku hakim

Secara rutin menerbitkan laporan Tahunan yang diumumkan secara terbuka kepada publik.
Pengadilan Negeri Bangil merupakan unsur Forkompimda dan memiliki hubungan baik
dengan pemerintah daerah Kota Bangil.

Pengadilan Negeri Bangil bertekad untuk menjadi peradilan yang bersih, berwibawa,
terhormat dan dihormati.

Pengadilan Negeri Bangil berusaha semaksimal mungkin untuk menjadikan peradilan yang
lebih dinamis dan proaktif.

Putusan Pengadilan Negeri Bangil sudah dapat diunduh/diakses cepat oleh masyarakat.
Proses perkara di Pengadilan Negeri Bangil sudah dapat dipantau dan diakses oleh
masyarakat.

Sudah diterapkannya reward dan punishment bagi aparatur Pengadilan Negeri Bangil.
Sudah menggunakan sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi secara

optimal.

b. Kelemahan (Weaknes)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Bangil dirinci dalam beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan

¢ Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari
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keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangil.
o Sistim peradilan atau sistim alur perkara yang sekarang menuntut biaya tinggi.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
¢ Pengadilan Negeri Bangil belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai
sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan.
e Dari Tahun 2015 s.d 2019 Pengadilan Negeri Bangil mendapat 1 pegawai baru dari
Rekrutmen PNS.
e Banyaknya pegawai yang bekerja tidak disatu bidang sesuai dengan tupoksi kerja mereka
diakibatkan oleh kurangnya pegawai.
e Sistem Karir (promosi dan mutasi) belum mengacu pada asas-asas sistem modern.
3. Aspek Sarana dan Prasarana
= Pengelolaan aset yang belum tersusun rapi.
e Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Bangil dari pusat belum sesuai dengan

kebutuhan dan rencana yang diajukan.

c. Peluang (Opportunities)
Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Bangil untuk melakukan
perbaikan ditinjau dari beberapa aspek:
1. Aspek Proses Peradilan
o Komitmen pimpinan Pengadilan Negeri Bangil dan seluruh jajaran aparatur peradilan
untuk berubah.
e Adanya website Pengadilan Negeri Bangil yang memberikan informasi kepada
masyarakat tentang informasi peradilan dan alur proses berperkara.
e Pemanfaatan media sosial dan bot whatsapp untuk pelayanan informasi Pengadilan
Negeri Bangil.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
e Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.

e Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi
Bangil maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

e Kejelasan peran, wewenang dan tanggung jawab perlu ditingkatkan untuk dapat
menciptakan efektifitas kinerja.

e Sumber daya manusia yang dimiliki dalam hal penempatan dalam suatu jabatan perlu
mempertimbangkan individu yang tepat dalam menduduki suatu jabatan, agar kinerja
menjadi lebih terorganisir dan menjadi lebih efektif.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
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e Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal
maupun eksternal ke Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Surabaya.
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
e Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan di wilayah hukum Pengadilan
Tinggi Bangil.
5. Aspek Sarana dan Prasarana
e Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Bangil berupa
SIPP (http://sipp.pn-bangil.go.id), aplikasi WA boot (cak bangil), media informasi dan

website Pengadilan Negeri Bangil (https://pn-banqil.go.id).

e Terbukanya kesempatan merasionalisasi sistem anggaran.
e Media dalam menampung kritik dan saran yang ada perlu lebih dimaksimalkan, agar
parapihak / masyarakat merasa hak-nya terpenuhi dan juga agar Pengadilan Negeri

Bangil dapat lebih terarah dalam melakukan pembenahan lembaga.

d. Tantangan (Threats)
Tantangan yang dihadapi (Threats) berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri
Bangil yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan
perbaikan sebagaimana yang diharapkan.
1. Aspek Proses Peradilan
e Banyaknya intervensi dari pihak luar terhadap proses peradilan.
o Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
3. Personil di Pengadilan Negeri Bangil belum seluruhnya bisa bekerja sama dalam sebuah tim
guna mencapai tujuan organisasi sesuai dengan Visi dan Misi Pengadilan Negeri Bangil.
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
e Kurangnya Personil, sehingga dalam hal pelaksanaan Tertib Administrasi dan
Manajemen Peradilan butuh tenaga ekstra.
5. Aspek Sarana dan Prasarana
e Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai

dengan kebutuhan karena pengajuan di tahun 2021 ke bawah masih terpusat.

Pengadilan Negeri Bangil Halaman |6


http://sipp.pn-bangil.go.id/

Reviu Rencana Strategis 2020-2024

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bangil Tahun 2020-2024 merupakan komitmen
bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara
sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem
kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak
ukur Kinerja Pengadilan Negeri Bangil diselaraskan dengan arah  kebijakan dan program
Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah
ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2025, sebagai pedoman dan pengendalian
kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta

tujuan organisasi pada tahun 2020-2025.

1.1. VISI DAN MISI
1.11. Visi
Visi Pengadilan Negeri Bangil yang akan menjadi pandangan dan arah ke depan
sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau
target yang ditetapkan dalam 5 tahun ke depan.
Visi Pengadilan Negeri Bangil dirumuskan sebagai berikut:

"TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI BANGIL YANG AGUNG"

Visi Pengadilan Negeri Bangil tersebut di atas, dirumuskan dengan merujuk pada
Visi Mahkamah Agung RI, dimana dengan mensinergikan Visi ini, akan semakin
mempercepat pencapaian rencana jangka panjang Mahkamah Agung RI ke depan.
1.1.2. Misi
Misi Pengadilan Negeri Bangil dirumuskan dalam upaya mencapai visinya,
mewujudkan Pengadilan Negeri Bangil yang Agung. Seperti diuraikan sebelumnya,

fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yaitu menerima, memeriksa dan
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memutus suatu sengketa / menyelesaikan suatu masalah hukum guna menegakkan
hukum dan Keadilan berdasar Pancasila dan UUD 1945 dengan di dasari keagungan,

keluhuran dan kemuliaan institusi.

Misi Pengadilan Negeri Bangil adalah:

2.2.

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Bangil

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Bangil

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Bangil
TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.2.1 Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu

sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan

misi Pengadilan Negeri Bangil.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Bangil yang diselaraskan

dengan tujuan Mahkamah Agung R1 adalah sebagai berikut:

a.

No

Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses
peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan
teknologi informasi.

Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan
terpinggirkan.

Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

Dengan indikator tujuan sebagai berikut:

Tujuan IndikatorKinerja Target
Terwujudnya proses Persentase  perkara 95%
. . yang diselesaikan
peradilan yang Pasti, tepat waktu
transparan dan akuntabel
Peningkatan efektifitas Persentase  putusan 100%

yang menggunakan
pendekatan keadilan
perkara. restoratif

pengelolaan penyelesaian
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Persentase perkara yang
tidak mengajukan
upaya hukum banding

Persentase perkara yang
tidak mengajukan upaya
hukum kasasi

Persentase  perkara
pidana anak yang
diselesaikan  secara
diversi

Index persepsi pencari
keadilan yang puas

terhadap layanan
peradilan
2. Peningkatan efektifitas Persentase salinan
pengelolaan penyelesaian pptusan . yang
disampaikan ke para
perkara. pihak tepat waktu

Persentase perkara yang
diselesaikan melalui

mediasi
3. Meningkatnya akses Persentase perkara
. . prodeo yang
peradilan bagi masyarakat diselesaikan

miskin dan terpinggirkan

Persentase perkara yang
diselesaikan  di  luar
gedung Pengadilan

Persentase pencari
keadilan golongan
tertentu yang medapat
layanan bantuan hukum
(posbakum)
Meningkatnya kepatuhan Persentase putusan
perkara perdata yang
ditindaklanjuti
pengadilan. (dieksekusi)

terhadap putusan

Pengadilan Negeri Bangil

85%

95%

90%

90%

100%

10%

100%

100%

95%

95%
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Berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor: W14.U21/1278/0T.
01.3/04/2022 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama, maka Rencana
Strategis Pengadilan Negeri Bangil disinkronisasikan dengan Indikator Kinerja Utama
Pengadilan Negeri Bangil dibawah ini:

Target jangka
No Tujuan Menengah
(5 Tahun)
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 2 3 4
1 Terwujudnya Proses Persentase yang diselesaikan tepat waktu 95
Peradilan yang Pasti,
Transparan dan
Akuntabel
2 Persentase perkara yang menggunakan 100
pendekatan keadilan restorative
Mahkamah Agung.
3 Persentase  Perkara  yang  Tidak 85
Mengajukan Upaya Hukum Banding
4 Persentase  Perkara  Yang  Tidak 95
Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
5 Persentase Perkara Pidana Anak yang 90
Diselesaikan dengan Diversi
6 Index Kepuasan Pencari Keadilan 90
7 Peningkatan Efektivitas Persentase Salinan  Putusan  yang 100
Pengelolaan Penyelesaian = disampaikan ke Para Pihak tepat waktu
Perkara
8 Persentase perkara yang diselesaikan 10
melalui mediasi
9 Meningkatnya Akses = Persentase  Perkara  Prodeo  yang 100
Peradilan bagi diselesaikan

Masyarakat Miskin dan
Terpinggirkan
10 Persentase Perkara yang Diselesaikan di 100
luar gedung Pengadilan

11 Persentase Pencari Keadilan Golongan 95
Tertentu yang Mendapat Layanan
Bantuan Hukum (Poshakum)
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Target jangka
No Tujuan Menengah
(5 Tahun)
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
12 Meningkatnya Persentase Putusan Perkara Perdata yang 95
Kepatuhan terhadap Ditindak lanjuti (Dieksekusi)
Putusan Pengadilan
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2.2.2. Sasaran Strategis
Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan

dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020
sampai dengan tahun 2024 sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri
Bangil adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

2. Peningkatnya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

2.2.3. Indikator Kinerja Utama
Pengadilan Negeri Bangil telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU)
sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Mahkamah
Agung telah menyeragamkan Indikator-indikator sesuai dengan jenis badan peradilan
sesuai Surat Sekretaris Mahkamah Agung Indonesia Nomor: 173/SEK/SK/1/2022
tanggal 31 Januari 2022 perihal Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan
Tingkat Banding dan Tingkat Pertama.

Adapun indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

1. Terwujudnya Proses
Peradilan yang Pasti, a. PersentasePerkara Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu Panitera Laporan
Transparan dan yang diselesaikan Bulanan
Akuntabel tepat waktu Jumlah perkara yang diselesaikan X100% dan
Laporan
Tahunan
Catatan :waktu
e SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di
Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan
Peradilan.
e Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021
Perihal pengendalian penyelesaian minutasi dan pemberkasan perkara.
Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu
penyelesaian pada SIPP.
Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan di
minutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA MNomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan
Tk Pertama paling lambat 5 (Lima) bulan.
Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (Dua) bulan sesuai
UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
e Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada
Tahun berjalan.

b. Persentase putusan Jumlah perkara yang diselesaikan denganrestoratif Panitera Laporan
yang menggunakan Bulanan
pendekatan perkara yang diajukanuntukrestoratif X 100% dan
keadilan restoratif. Laporan

Tahunan

Catatan:

e SK Direkturlenderal Badan PeradilanUmumNomor. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020
tentangpedomanpenerapanRestoratif Justice di lingkunganPeradilanUmum.
Jumlahperkara yang diselesaikandenganrestoratifadalahperkarapidana yang
Jiselesaikandenganpendek estoratifdalamperkara,
Narkotikamelaluipenyelesaian non penal melaluirehabilitasi.

Perkara yang diajukanuntukrestoraktifadalahjumlahperkaraNarkotika  yang
diajukanpenyelesaianpendekatan RJ.
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2. Peningkatan Efektivitas

Pengelolaan
Penyelesaian Perkara

Pengadilan Negeri Bangil

c.Persentase perkara
yang Tidak
Mengajukan Upaya
Hukum Banding

d.Persentase perkara
yang Tidak
Mengajukan Upaya
Hukum Kasasi

e.Persentase Perkara
Pidana Anak yang
Diselesaikan
dengan Diversi

f. Index persepsi
pencari keadilan
yang puasterhadap
layanan peradilan

a. Persentase salinan
Putusan yang
disampaikan ke
para pihak tepat
waktu

b. Persentase Perkara
yang Diselesaikan
melalui Mediasi

Panitera

Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

Banding X 100%

Jumlah perkara yang diselesaikan
Catatan :

e Jumlahperkara yang tidakmengajukanupayahukum banding adalahjumlahperkara di
tahunberjalan yang tidakmengajukanupayahukum banding

e Jumlahperkara yang diselesaikanadalahperkara yang diputus dan diminutasi pada
tahunberjalan.

Panitera

Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya

hukumKasasi
e ' X 100%

Jumlah perkaraKhusus yang diselesaikan
Catatan :

e Jumlahperkara yang tidakmengajukanupayahukumKasasiadalahjumlahperkara di
tahunberjalan yang tidakdiajukanupayahukumKasasi.

e Jumlahperkara yang diselesaikanadalahperkara yang diputus dan diminutasi pada
tahunberjalan pada Pengadilan Tingkat PertamadenganUpayahukumKasasi, antara
lain pada perkarapidana yang diputusbebasmurni, perkaraniaga, sengketapemilu,
PHI dan permohonanperkaraperdata.

Panitera
Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil

X 100%

Jumlah perkara divesi
Catatan:

e Jumlahperkaradiversi yang dinyatakanberhasiladalahpidanananak di tahunberjalan
yang diajukansecaradiversi dan dinyatakanberhasilmelaluipenetapandiversiberhasil.

e Jumlahperkaradiversiadalahjumlahperkarapidanaanak yang diajukandiversi.

e PeraturanMahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014
tentangpedomanpelaksanaandiversidalamsistemperadilanpidanaanak.

Panitera

Index Kepuasan Pencari Keadilan

Catatan :

- PERMENPAN Nomor. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan survey

Kepuasan Masyarakat Unit penyelenggaraan Pelayanan Publik.

= Nilai persepsi minimal 3,6 dengannilaikonversi interval IKM Index harus> 80

Panitera
Jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu

X100%

Jumlah putusan

Catatan :

e Untuk Pengadilan Tk pertama disampaikan kepada para pihak

e SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang penyampaian salinan dan petikan putusan.

e Jumlah putusan adalah perkara minutasi yang sudah diputus/dikirimkan.

e  Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal
pengendalian penyelesaian Minutasi dan pemberkasan perkara.

e Jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah
penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian
yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada
para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan
jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

e Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun
berjalan.

Panitera
Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil

X100%

Jumlah perkara yang dilakukan mediasi

Catatan :

e PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.

e Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang
dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian
(putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah
dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim pemeriksa perkara dianggap
sebagai mediasi berhasil.

e Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang
terdaftar pada Tahun berjalan.

Laporan
Bulanan
dan
Laporan
Tahunan

Laporan
Bulanan
dan
Laporan
Tahunan

Laporan
Bulanan
dan
Laporan
Tahunan

Laporan
semestera
n,Bulanan

dan

Tahunan

Laporan
Bulanan
dan
Laporan
Tahunan

Laporan
Tahunan
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PENANGGUNG SUMBER
KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN JAWAB DATA
3. Meningkatnya Akses a.Persentase Perkara Panitera Laporan
Peradilan bagi Prodeo yang Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan Bulanan
Masyarakat Miskin dan iselesaik X 100% dan
Terpinggirkan Jumlah perkara yang diajukan secara prodeo Laporan
Tahunan
Catatan :
® perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Pemberian Layanan Hukum bagi
Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
® Definisiprodeosesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentangPedoman Pemberian
Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di
I . e,
® perkaraprodeo yang di i dalah proses peny i odeo.
b.Persentase Perkara Panitera Laporan
yang diselesaikan Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan Bulanan
di luarGedung dan
i — - - - o X 10C
Pengadilan Jumlah perkara yang diajukan diselesaikan diluar gedung pengadilan .:I:ES;Z’;
Catatan :
® perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi
Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
® Dj luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan
(zetting plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)
c.Persentase Pencari Panitera Laporan
Keadilan Golongan Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang Mendapatkan Bulanan
TERErYEnS Layanan Bantuan Hukum X 100% dan
\ | Layanan Laporan
e ik Jumlah permohonanlayananhukum Telsrmem
(Posbakum)
Catatan :
® PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi
Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
® Golongan tertentu adalahsetiap orang ataukelompok orang
tidakmampusecaraekonomi dan atautidakmemilikiakses pada
informasikonsultasihukum yang memerlukanlayananhukum.
® jumlahlayananhukumadalahjumlahpencarikeadilan yang terdaftar pada register
Posbakum.

4. Meningkatnya Persentase Putusan Panitera Laporan
Kepatuhan  Terhadap Perkara Perdata yang Jumlah eksekusi yang telahselesaidilaksanakan Bulanan
Putusan P Ditindaklanjuti 0, dan

(dieksekusi) Jumlah permohonaneksekusi R Laporan
Tahunan
Catatan :
® jumlaheksekusi yang telal idil k 1jumlahpelak ksekusi.
P non excutableharusdiangg: ipelak ksekusi
® jumlahpermohonaneksekusiadalahjumlahpermohor ksekusi yang

diajukanpihakditahunberjalan.

BHT :Berkekuatan Hukum Tetap.

Putusan yang ditindaklanjuti = perkarapermohonaneksekusi yang d i kan,
perkara yang sudahinkrah dan tidakdiajuk mohonaneksekusi

® jumlahputusanperkaraperdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)
adalahpermohonaneksekusi yang ditindaklanjutidenganaanmaning,

sitaeksekusi,lelang dan pengosongan.
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BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

1.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG

Program pembaruan peradilan telah dilaksanakan sejak dicanangkannya cetak biru
(blueprint) pada tahun 2003. Sejak saat itu banyak rekomendasi dari blueprint yang telah
diimplementasikan baik melalui dukungan dana APBN maupun dana bantuan lembaga donor.
Khusus untuk bantuan lembaga donor, Mahkamah Agung hanya menerima dana hibah, dan
Mahkamah Agung maupun pengadilan di bawahnya tidak diperkenankan mengelola dana kas
dari lembaga donor secara langsung.

Seperti yang telah disampaikan pada laporan tahunan sebelumnya, Mahkamah Agung
melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) selanjutnya membentuk Tim
Pembaruan Peradilan dan Kelompok Kerja Pembaruan Peradilan untuk mengkoordinasikan
berbagai program pembaruan dan mempercepat implementasinya rekomendasi cetak biru
pembaruan. Tim Pembaruan dan Kelompok Kerja Pembaruan beranggotakan seluruh pimpinan
Mahkamah Agung beserta pejabat eselon | dan Il serta perwakilan dari masyarakat sipil
(civilsociety). Saat ini Mahkamah Agung telah memiliki 6 kelompok kerja yaitu: (1) Kelompok
Kerja Manajemen Perkara; (2) Kelompok Kerja Teknologi Informasi; (3) Kelompok Kerja
Pendidikan dan Pelatihan; (4) Kelompok Kerja Pengelolaan Sumber Daya Manusia; (5)
Kelompok Kerja Manajemen Keuangan; (6) Kelompok Kerja Pengawasan.

Berbagai kegiatan pembaruan yang telah dilaksanakan, sedang berjalan maupun dalam
tahap perencanaan, pada hakekatnya merupakan upaya Mahkamah Agung untuk mencapai
pengadilan yang modern. Modernisasi pengadilan Indonesia bukanlah semata-mata
implementasi teknologi informasi saja namun juga modernisasi terhadap pola kelembagaan,
manajemen organisasi dan SDM lembaga peradilan.

Terdapat beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja
lembaga peradilan dan citra lembaga peradilan dimata masyarakat yang manjadi fokus
peningkatan (highlight):

1. Program Keterbukaan Informasi di Pengadilan.
Keterbukaan informasi di lembaga peradilan telah dimulai dengan disahkannya Surat
Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 144/KMA/VI11/2007 Tentang
Keterbukaan Informasi di Pengadilan Tanggal 28 Agustus 2007. Melalui acuan dalam SK
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KMA ini selanjutnya dilakukan berbagai kegiatan dengan tujuan utama untuk memudahkan
masyarakat khususnya para pencari keadilan dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

Saat ini beberapa kegiatan yang dilakukan untuk menunjang implementasi SK KMA
tersebut antara lain adalah pengembangan website baik ditingkat pusat maupun daerah.
Setidaknya 250 website telah dikembangkan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan
peradilan dibawahnya yang tidak hanya menjelaskan profile umum pengadilan yang
bersangkutan namun juga memberikan informasi mengenai alur perkara di pengadilan, biaya
perkara hingga laporan keuangan perkara serta realisasi anggaran. Berikut ini pemetaan
pengembangan website pengadilan diseluruh Indonesia.

Lebih lanjut mengenai pengembangan medium website untuk akses publik ini akan
dijelaskan secara rinci dalam bagian kelima mengenai akses publik dan teknologi informasi.
Melihat besarnya kebutuhan masyarakat akan akses informasi, Mahkamah Agung sepanjang
secara bertahap memberikan informasi terkait dengan kinerja pengadilan.

Selain informasi terkait perkara maka di tahun 2008 mulai dicanangkan transparansi
informasi anggaran dan keuangan pengadilan. Saat ini setidaknya 170 website pengadilan telah
menampilkan informasi mengenai besar anggaran yang dikelola, realisasinya per mata belanja
serta keuangan perkara. Pada akhir tahun 2008 Mahkamah Agung mulai mengembangkan meja
informasi disertai dengan manual atau panduan teknis pelayan informasi di tingkat Mahkamah
Agung dengan membentuk tim khusus untuk mengenai masalah ini melalui Surat Keputusan
Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial (SK WKMA) Nomor 1/2008.

Melalui meja informasi ini masyarakat dapat lebih mudah memperoleh informasi yang
dibutuhkan berdasarkan panduan yang dimuat dalam (SK KMA) Nomor. 144/KMA/V111/2007.
Selain itu meja ini juga difungsikan sebagai pintu masuk pengaduan masyarakat akan kinerja
pengadilan sehingga pelapor dapat dengan mudah mengetahui status pengaduannya. Namun
demikian penanganan pengaduan itu sendiri tetap dilaksanakan oleh Satuan Kerja (Satker)
yang berwenang dimana di tingkat Mahkamah Agung hal tersebut merupakan tanggung jawab
dari Badan Pengawasan dengan berkoordinasi dengan Ketua Muda Pengawasan.

2. Program Reformasi Birokrasi.

Pada tahun 2007 telah dijelaskan latar belakang serta berbagai program reformasi
birokrasi yang mulai dilaksanakan di Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga
percontohan dalam program tersebut. Melalui peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi
Birokrasi. Pedoman reformasi birokrasi pada intinya digunakan sebagai dasar kebijakan dalam

menyusun. rencana..aksi._serta._mengimplementasikan_kegiatan-kegiatan.reformasi._birokrasi
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dilembaga negara yang bersangkutan termasuk Mahkamah Agung.

Salah satu upaya yang dilaksanakan Mahkamah Agung dalam program reformasi
birokrasi pada tahun 2008 yaitu pengelolaan SDM di Mahkamah Agung dan badan peradilan
dibawahnya, kegiatan tersebut diantaranya adalah mengenai analisa beban kerja (staffing
asessment/work load analysis) dan pengembangan database SDM beserta pelatihannya kepada
para aparatur pengadilan.

3. Program Peningkatan Kepatuhan Pengisian LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Pejabat
Negara) di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

Tujuan utama dari program ini adalah untuk menciptakan jajaran peradilan yang
berintegrasi dan menjunjung tinggi pedoman perilaku/kode etik yang berlaku. Selain itu,
kepatuhan pelaporan harta kekayaan pejabat peradilan secara tidak langsung merupakan
penerapan asas-asas umum penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan
nepotisme di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya
berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999.

Salah satu kebijakan penting yang keluarkan oleh Mahkamah Agung terkait program ini
antara lain adalah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2008 Tentang Usul
Promosi dan Mutasi Hakim dan Panitera yang mewajibkan seluruh hakim dan panitera
diseluruh Indonesia untuk memenuhi kewajiban pengisian LHKPN dan menyampaikan pada
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mahkamah Agung tidak akan mempertimbangkan
usulan mutasi dan promosi pejabat yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan dan melengkapi
bukti bahwa yang bersangkutan telah menyerahkan pada KPK.

Sebagai upaya untuk lebih menginternalisasi program di Mahkamah Agung selanjutnya
dikeluarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 001/SE/PEMBT.07/1X/2008
Tentang Pembentukan Tim Koordinator Penerima Penyusunan LHKPN berdasarkan pasal 13
Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Kepada Para Hakim dan Pejabat Struktural di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di
Bawahnya. Selanjutnya Mahkamah Agung juga menetapkan secara tegas klasifikasi pejabat
peradilan yang diwajibkan menyampaikan LHKPN Melalui Keputusan Sekretaris Mahkamah
Agung Nomor 044/SEK/SK/1X/2008 dan mengeluarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah
Agung Nomor 001/SEK/PENTP.07/XI1/2008 Tentang Penetapan Standart Operasional
Prosedur Penerima dan Penyusunan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dalam
Lingkungan Mahkamah Agung.

Selain pelatihan pengisian LHKPN bagi para hakim, Mahkamah Agung bekerja sama
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dengan KPK dan Proyek Milennium Challenge Corporation — Indonesia Control of Corruption
(MCC-ICCP) juga melaksanakan pelatihan tata cara akses data base LHKPN milik KPK dan
mendorong dikeluarkannnya surat edaran dari masing-masing direktur jenderal dari empat
lingkungan peradilan dan tingkat Mahkamah Agung untuk membentuk koordinator penerima
dan penyusunan LHKPN dan pengguna aplikasi LHKPN pada direktur jenderal masing-masing
badan peradilan. Hal ini dilakukan untuk menjaga konsistensi sistem pelaporan di lingkungan
peradilan kedepannya.

4. Upaya Percepatan Implementasi Cetak Biru Pembaruan dan Peradilan dan
Pengembangan Lebih lanjut Dokumen Strategis Pembaruan dan Perencanaan Lembaga
Peradilan.

Berbagai rekomendasi atas cetak biru pembaruan Mahkamah Agung dan kertas kerja
pembaruan yang dilakukan pada tahun 2003 telah selesai dilaksanakan. Sebagai mana
rekomendasi lainnya sedang berjalan dan dalam tahap perencanaan. Untuk menyesuaikan
berbagai kegiatan pembaruan dengan kondisi terkini Mahkamah Agung dan badan-badan
peradilan dibawahnya, Mahkamah Agung selanjutnya melakukan pemetaan awal atas
implementasi cetak biru dan kertas kerja pembaruan peradilan pada Rakernas Akbar
Mahkamah Agung di Jakarta bulan Agustus tahun 2008. Dalam Rakernas Akbar Mahkamah
Agung berkomitmen untuk menindaklanjuti hasil pemetaan tersebut dengan melakukan
percepatan program pembaruan.

Sampai saat ini Mahkamah Agung memiliki beberapa dokumen strategis perencanaan
diantaranya cetak biru pembaruan peradilan dan kertas kerja pembaruan, Renstra Mahkamah
Agung dan pedoman reformasi birokrasi nasional. Dalam rangka sinkronisasi ketiga dokumen
tersebut, Mahkamah Agung kedepannya akan mengembangkan cetak biru pembaruan peradilan
yang memberikan arahan jangka panjang dan pembentukan lembaga peradilan yang modern.
Cetak biru tersebut akan disesuaikan dengan kondisi terkini Mahkamah Agung dan badan
peradilan dibawahnya dengan adanya sistem satu atap (one roof system). Arahan ini
selanjutnya akan diturunkan ke dalam Renstra lima tahunan dan direalisasikan secara bertahap

dalam rencana tahunan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.
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1.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TINGGI
1.3. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI BANGIL
Kebijakan Pengadilan Negeri Bangil adalah mendukung program reformasi
judicial/pembaharuan peradilan yang dilakukan Mahkamah Agung dapat berjalan seperti yang
diharapkan. Strategi yang diterapkan sesuai dengan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Bangil,
antara lain:
1. Peningkatan kinerja.

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara
yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh
kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian
perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan
Kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan. Hal- hal
yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :
= Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan

kompetensi
= Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses
penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
» Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya
= Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang
memadai untuk meningkatkan kinerja.
2. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
= Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan

kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
= Memiliki mekanisme penanganan pengaduan
» Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik
3. Peningkatan Penyelesaian perkara

Salah satu isu yang selalu mengemuka di masyarakat mengani Badan Peradilan termasuk
Pengadilan Negeri Bangil adalah tumpukan perkara. Pengadilan Negeri Bangil telah
melakukan serangkaian upaya untuk mengatasi penumpukan perkara, namun jumlah perkara

baru yang masuk setiap tahunnya selalu meningkat. Oleh karena itu dipandang perlu untuk
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membuat program peningkatan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Bangil. Tingkat
penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Bangil tidak hanya disebabkan oleh faktor
kemampuan para hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, namun juga masalah
minutasi dan informasi perkara serta adanya pelimpahan perkara dari kejaksaan pada akhir
tahun yang merupakan bagian dari permasalahan terkait dengan penyelesaian perkara ini. Hal
ini tentunya akan sangat merugikan bagi masyarakat pencari keadilan. Maka dari itu upaya
peningkatan dan pengefektifan penyelesaian perkara harus dilakukan. Program ini juga
sejalan dengan prioritas RPJMN dalam hal peningkatan profesionalisme aparat penegak
hukum.
4. Peningkatan Manajemen
Manajemen yang baik akan menentukan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
suatu lembaga. Demikian pula halnya dengan badan peradilan umum yang melaksanakan
tugas pokok pengadilan umum. Pengadilan Negeri Bangil berusaha secara maksimal
memberikan pelayanan yang bersifat teknis peradilan kepada masyarakat pencari keadilan
oleh karena itu dalam melaksanakan tugasnya tidak dapat dipisahkan dengan unit lainnya.
1.4. KERANGKA REGULASI
Pada Rencana Strategis 2020 — 2024 ini Pengadilan Negeri Bangil telah membuat
ketentuan-ketentuan untuk perbaikan pelayanan bagi masyarakat. Adapun regulasi yang ada
sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung, sebagai berikut:

1. SEMA no. 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian layanan Hukum bagi Masyarakat
Tidak Mampu di Pengadilan, dengan menyediakan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan
Negeri Bangil.

2. SEMA nomor 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan banding
yang memotong jangka waktu penanganan Perkara pada tingkat pertama menjadi 5 (lima)
bulan termasuk minutasi.

3. Implementasi Sistem Teknologi Informasi Perkara di Pengadilan Negeri Bangil telah
melaksanakan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)/CTS versi 331.4

4. Pihak berperkara, Kejaksaan, Kepolisisan maupun dalam perkara perdata (pihak pemohon,
penggugat dan tergugat), jika mengirim berkas perkara harus menyertakan soft copynya.

5. Telah mengikuti laporan Komdanas untuk bagian Keuangan, Kepegawaian dan BMN.

6. PERMA Nomor 4 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam sistem

Peradilan Pidana Anak.
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7. Perma No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan.

8. Keputusan Direktorat Jenderal badan peradilan Umum No. 1/DJU/OT.01.03/1/2012 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10
Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum Lampiran A Perkara Perdata, Pos Bantuan
Hukum dan Zitting Plaats.

9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan
Persidangan di Pengadilan secara elektronik.

10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan
Sederhana.

11. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 44/DJU/SK/HMO02.3/2/2019 tentang Pemberlakuan Aplikasi Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Plus (PTSP+) dan Surat Keterangan Elektronik (eraterang) di

Lingkungan Badan Peradilan Umum.

1.5. KERANGKA KELEMBAGAAN

Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan Kehakiman yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 24 ayat 1 Undang-
Undang Dasar 1945 pasca Amandemen).

Kekuasaan Kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia,
Badan-badan peradilan lain di bawah Mahkamah Agung R.1. yaitu: Peradilan Umum, Peradilan
Tata Usaha Negara, Peradilan Militer, Peradilan Agama serta Mahkamah Konstitusi (Pasal 24
ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945).

Penyelenggaraan kekuasaan Kehakiman tersebut diserahkan kepada Badan-Badan
Peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha
Negara dan Mahkamah Agung sebagai Pengadilan tertinggi dengan tugas pokok untuk
menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan
kepadanya sesuai pasal 2 ayat (1), jo pasal 10 ayat (1) dan ayat (2).

Peradilan Umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari
keadilan pada umumnya (pasal 2 Undang-Undang No. 2 tahun 1984). Pengadilan Negeri
bertugas dan berwenang, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan Perkara

pidana dan perkara perdata ditingkat pertama (Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 1986).
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Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum
kepada Instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta (Pasal 52 Undang-Undang No. 2
Tahun 1986), selain menjalankan tugas pokok, Pengadilan dapat diserahi tugas dan
kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang.

Pengadilan Negeri Bangil merupakan Instansi Vertikal di bawah Mahkamah Agung RI
yang berkedudukan di Kota Bangil, Propinsi Jawa Timur, yang mempunyai tugas pada Bidang
Penyelenggaraan Peradilan Tingkat Pertama dan dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri
Bangil dibantu Wakil Ketua Pengadilan Negeri, Hakim Tingkat Pertama, Panitera, Sekretaris,
Kepala Bagian Umum, Panitera Muda, Kepala Sub Bagian, Panitera Pengganti, Juru Sita, Juru
Sita Pengganti dan Pegawai Pengadilan Negeri Bangil.

Struktur organisasi Pengadilan Negeri Bangil berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung
No. 7 Tahun 2015 adalah sebagai berikut:
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STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI BANGIL TAHUN 2022
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BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pada Pengadilan Negeri Bangil secara garis besarnya
terdiri atas beberapa tahapan dalam bentuk program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Tahap persiapan rencana yaitu program dan kegiatan mengidentifikasikan, menganalisa dan
merumuskan masalah, merumuskan alternatif kebijaksanaan dan menetapkan kebijaksanaan.

2. Tahap penjabaran kebijaksanaan ke dalam sasaran dan anggaran yaitu program dan kegiatan
mengkoordinasikan penjabaran kebijaksanaan ke dalam sasaran dan anggaran, memantapkan
penjabaran sasaran dan anggaran, menetapkan sasaran dan anggaran, menjabarkan satuan ke
dalam rancangan satuan, menetapkan rancangan kegiatan, sasaran dan anggaran.

Ada 3 (tiga) Program Penganggaran Mahkamah Agung untuk Badan Peradilan Umum:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

1. Program Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung
Peningkatan profesionalisme aparat hukum, pelayanan hukum dan bantuan hukum

kepada masyarakat tidak dapat dihitung hanya dari kinerja hakim dalam memeriksa dan
memutus perkara. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, pengadilan harus dukung oleh
manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang dapat mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas pokok pengadilan. Maka dari itu perlu dilakukan peningkatan dukungan
manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis.

Adapun kegiatan-kegiatan pokok dalam Program ini diantaranya:

a. Pengelolaan Infrastruktur IT.

b. Pengelolaan administrasi Keuangan.

c. Pengelolaan administrasi Kepegawaian.

d. Pelaksaaan administrasi tata persuratan.

e. Pengelolaan Administrasi Perlengkapan.

f.  Pengelolaan Administrasi Perencanaan.

g. Pengelolaan Administrasi Kerumah Tanggaan.
h. Pengelolaan Perpustakaan

i.  Perawatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung
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J.  Pengelolaan Tenaga Keamananan dan Kebersihan
Tabel Kebutuhan Anggaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Mahkamah Agunguntuk Penadilan Negeri Bangil.
PROGRAM TAHUN
ANGGARAN

2020 2021 2022 2023 2024
(Juta) (Juta) (Juta) (Juta) (Juta)
Dukungan Manajemen dan 7.518.169 7.713.515 7.838.330  8.622.163 9.484.379

Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya Mahkamah Agung

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur diharapkan dapat memenuhi kebutuhan
sarana dan prasarana Pengadilan Negeri Bangil dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok
Pengadilan Negeri Bangil dalam menegakkan supremasi hukum dan keadilan.

Sarana dan prasarana yang baik terkait langsung dengan fungsi pengadilan maupun untuk
kebutuhan aparatur Pengadilan.

Pada awal Tahun 2022, telah diadakan rapat guna menyusun kebutuhan Sarana dan
Prasarana untuk tahun 2022-2024. Dengan adanya perencanaan diawal, semua kebutuhan itu
akan secara bertahap dapat terlaksana.

Dalam hal pelaksanaan program ini, Pengadilan Negeri Bangil selalu memperhatikan
APBN yang sangat terbatas, sehingga aspek efektif dan efisien menjadi tolak ukur utama dalam
perencanaannya.

Tabel Kebutuhan Anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah
Agung untuk Pengadilan Negeri Bangil.

PROGRAM TAHUN ANGGARAN

2020 2021 2022 2023 2024
(Juta) (Juta) (Juta) (Juta) (Juta)
Peningkatan Sarana dan 225,000 527.000 114.950 126.445 139.089

Prasarana Aparatur

Mahkamah Agung
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3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk
mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan
aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan
Negeri Bangil dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umuma dalah:
Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata.

Penyelesaian Sisa Perkara Pidana dan Perdata.
Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu

Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara

© o kA~ w N BE

Pelayanan hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Tabel Kebutuhan Anggaran Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum untuk
Pengadilan Negeri Bangil.

PROGRAM TAHUN ANGGARAN

2020 2021 2022 2023 2024
(Juta) (Juta) (Juta) (Juta) (Juta)
Peningkatan Manajemen 348,961 267,441 244,018 268,420 295,262

Peradilan Umum
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BABYV
PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Negeri Bangil tahun 2020-2024 diarahkan untuk merespon
berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang
bersifat internal maupun bersifak eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan
peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategi yang
akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come
yang diharapkan.

Rencana strategis Pengadilan Negeri Bangil harus terus disempurnakan dari waktu ke
waktu. Dengan demikian Renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui Renstra
ini diharapkan dapat membantu pelaksanaan pengelola kegiatandalammelakukan pengukuran
tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Penyusunan rencana strategis ini diharapkan, Pengadilan Negeri Bangil dapat menjalankan
tugas dan fungsinya sebagai Voorpost (Kawal depan) Mahkamah Agung RI dan dapat mendukung
kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Bangil seperti yang diharapkan
oleh masyarakat, dalam hal tuntutan penegakkan supremasi hukum di era reformasi ini serta
mendukung terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja di lingkungan Pengadilan Negeri Bangil
memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran
program selama lima tahun yaitu 2020-2024, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Bangil

dapat terwujud dengan baik.
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MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Instansi . Pengadilan Negeri Bangil
Visi . Terwujudnya Pengadilan Negeri Bangil yang Agung
Misi : Menjaga Kemandirian Peradilan di Pengadilan Negeri Bangil

Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan

Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Bangil

Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Bangil

Terwujudnya Proses Peradilan yang Persentase Perkara yang diselesaikan tepat 95 90 90 95 95 95
Pasti, Transparan dan Akuntabel waktu
Persentase putusan yang menggunakan 100 100 100 100 100 100
pendekatan keadilan restoratif.
Persentase perkara yang Tidak Mengajukan 85 85 85 85 85 85
Upaya Hukum Banding
Persentase perkara yang Tidak Mengajukan 95 80 80 95 95 95
Upaya Hukum Kasasi
Persentase Perkara Pidana Anak yang 90 90 90 90 90 90
Diselesaikan dengan Diversi
Index persepsi pencari keadilan yang puas 90 90 90 90 90 90
terhadap layanan peradilan
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Persentase salinan Putusan yang disampaikan 100 100 100 100 100 100
Penyelesaian Perkara ke para pihak tepat waktu
Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui 10 10 10 10 10 10
Mediasi
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan. 100 100 100 100 100 100
Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan Persentase Perkara yang diselesaikan di luar 100 100 100 100 100 100

Gedung Pengadilan
Persentase Pencari Keadilan Golongan 100 95 95 95 100 100
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Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan
Hukum (Posbakum)

Meningkatnya Kepatuhan terhadap Persentase Putusan Perkara Perdata yang 100

95 95 95 95 100
Putusan Pengadilan Ditindaklanjuti (dieksekusi)




